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Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan proses politik menuju  kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab. Demi menjaga proses demokrasi yang berkualitas, penyelenggara pemilu harus bersikap netral dan profesional. Keberpihakan penyelenggara yang diwujudkan dalam bentuk kecurangan-kecurangan pemilu akan mencederai demokrasi dan prinsip keadilan.Berangkat dari kinerja penyelenggara pemilu selama pilkada serentak 2015 – 2018, penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk-bentuk pelanggaran, pola/modus pelanggaran, efektivitas hukum tindak pidana pemilu dan faktor-faktor yang menghambat penegakan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan cara menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalah yang diteliti. 
Setelah melakukan kajian-kajian dan analisis terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Hasil Pemilihan pada Pilkada Serentak 2015, 2017 dan 2018,adapun mengenai bentuk pelanggarannya, peneliti menemukan 6 pola pelanggaran dengan 16 modus bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.Terhadap pelanggaran-pelanggaran oleh penyelenggara pemilu dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu tidak satu pun diproses secara hukum. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu dalam pilkada serentak 2015 – 2018 yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tidak berjalan efektif. Faktor-faktor yang membuat penegakan hukum dalam kasus ini tidak berjalan efektif dikarenakan utamanya oleh masalah struktur hukum terkait keterbatasan waktu dan masalah budaya hukum terkait nilai-nilai kekerabatan masyarakat yang kuat dan relevansi penegakan hukum yang berakhir dengan ditetapkannya hasil pemilu.















Direct local leader election by the people is a political process to lead to a more democratic and responsible political life because public officials elected by the people will be accountable to the people. In order to maintain a quality democratic process, election commission must be neutral and work professionally. The partisanship manifested in the form of electoral fraud will injure democracy and the principle of justice.Departing from the performance of the general election commission during the simultaneous regional elections 2015 - 2018, this study aims to examine the forms of violations, patterns / modes of violations, the effectiveness of the election crime law and the factors that hinder the enforcement of criminal offenses carried out by election organizers.
To examine the problem above, this study uses normative legal research methods, namely research that examines laws that are conceptualized as norms or rules that apply in society. Therefore this study uses a normative juridical approach by tracing the rules and literature relating to the problem under study.
After conducting studies and analysis of Constitutional Court decisions in the 2015 – 2018  Election Results of Simultaneous Election, researchers found violations committed by election commission which were categorized as election crimes, so the Constitutional Court ordered a repeat vote. As for the form of violations, the researchers found 6 patterns of violations with 16 modes of violations committed by election commission.Against violations by election commission categorized as electoral crimes no one is processed legally. Therefore, the researchers concluded that the effectiveness of law enforcement on criminal offenses in simultaneous regional elections 2015 - 2018 conducted by election commission did not work effectively. The factors that make law enforcement in this case do not work effectively are mainly due to legal structure issues related to time constraints and legal cultural issues related to strong community relations values and the relevance of law enforcement which ends with the determination of election results.
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Pemilihan Umum (election) merupakan sarana untuk memilih pemimpin secara demokratis. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat” yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.​[1]​ Praktek pemilihan umum saat ini banyak diterapkan di berbagai negara baik untuk memilih presiden (presidential election), parlemen (parlementary election), kanselir (chancellor election), maupun kepala daerah (regional election).
Pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2005 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pengaturan tentang Pemilihan Kepala Daerah kemudian mengalami perkembangan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang kemudian ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Sampai saat ini telah dilakukan perubahan sebanyak 2 (dua) kali yaitu melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU PILKADA).
Pemilihan secara langsung oleh rakyat diharapkan menghasilkan kepala daerah yang lebih baik, yang bisa membawa kepercayaan masyarakat untuk memimpin daerahnya. Pelaksanaan demokrasi pemilihan langsung kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya. Komisi Pemilihan Umum sebagai bagian utama dari penyelenggara pemilihan umum kepala daerah memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan pemilihan secara Langsung, Umum Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Dalam melaksankan tugasnya, sebagai penyelenggara Pemilu KPU harus bersikap netral, harus memperlakukan semua pasangan calon kepala daerah secara setara, tidak boleh berpihak kepada salah satu pasangan calon sehingga bisa menghasilkan proses demokrasi yang lebih baik dan menghasilkan kepala daerah yang bersih dan profesional.
Proses pemilihan kepala daerah di Indonesia, ternyata ditemukan kecurangan-kecurangan yang dapat mengganggu jalannya demokrasi dan kualitas pemimpin yang dihasilkan, seperti terjadinya politik uang dengan memberikan uang atau janji kepada para pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu, melakukan mobilisasi pemilih yang tidak seharusnya, melakukan ancaman dan intimidasi kepada masyarakat untuk memilih atau tidak memilih calon tertentu, melakukan fitnah atau kampanye hitam untuk menyudutkan salah satu pasangan calon, pelibatan jajaran aparatur sipil pemerintahan oleh salah satu pasangan calon, perubahan hasil penghitungan suara dan lain-lain.





a.	Bagaimana rumusan tindak pidana pemilu?
b.	Bagaimana pola dan modus operandi tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu?
c.	Bagaimana efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu?




1.	Rumusan Tindak Pidana Pemilu
Berikut ini adalah tabel mengenai ketentuan-ketentuan  terkait tindak pidana pemilu berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 8 Tahun 2015 dan UU Nomor 10 Tahun 2016:


SUBYEK HUKUM	UU 1/2015	UU 10/2016
SETIAP ORANG	memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih(PASAL 177)	melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58(177A AYAT 1)
	menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya(PASAL 178)	melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pemungutan suara(PASAL 178D)
	memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan(PASAL 179)	memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara(PASAL 178E AYAT 1)
	karena jabatannya dengan sengajasecara melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota(PASAL 180 AYAT 2)	melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pleno penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota(PASAL 178F)
	dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah(PASAL 181)	dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain(PASAL 178G)
		membantu pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain(PASAL 178H)
		karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota atau meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 45(PASAL 180 AYAT 2)
		melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih(PASAL 182A)
		memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini(PASAL 185A AYAT 1)
PENYELENGGARA PEMILU	dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini(PASAL 186 AYAT 1)	melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58(PASAL 177B)
	tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini(PASAL 186 AYAT 2)	dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48(PASAL 185B)
	tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini(PASAL 193 AYAT 1)	menetapkan pasangan calon yang didaftarkan sebagai peserta Pemilihan yang tidak didasarkan pada surat keputusan pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota(PASAL 186A AYAT 2)
	tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota(PASAL 193 AYAT 2)	melakukan perbuatan melawan hukum merubah jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) (PASAL 190A)
	tidak melaksanakan ketetapan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS(PASAL 193 AYAT 3)	tidak menetapkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 113 berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini,(PASAL 193 AYAT 1)
	tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara pada saksi calon Gubernur, Bupati dan Walikota, PPL, PPS dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (12)(PASAL 193 AYAT 4)	tidak menetapkan pemilihan lanjutan dan/atau pemilihan susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan Pasal 121 berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan UndangUndang ini(PASAL 193 AYAT 2)
	tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf q(PASAL 193 AYAT 5)	melakukan perbuatan melawan hukum tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota(PASAL 193 AYAT 3)
	tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99(PASAL 193 AYAT 6)	tidak melaksanakan ketetapan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS(PASAL 193 AYAT 4)
	tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota(PASAL 196)	tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara pada saksi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota, PPL, PPS dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (12) (PASAL 193 AYAT 5)
	tidak menetapkan perolehan hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini(PASAL 197 AYAT 1)	tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada Hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf q(PASAL 193 AYAT 6)
	tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2)(PASAL 198	tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99,(PASAL 193 AYAT 7)
		melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12(PASAL 193A AYAT 1)






2.	Pola dan Modus Operandi Tindak Pidana dalam Pemilihan Kepala Daerah yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Pemilu 

Berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di atas, terdapat beberapa pola dan modus pelanggaran tindak pidana pemilu yang terjadi pada Pilkada serentak 2015, Pilkada Serentak 2017 dan Pilkada serentak 2018.
Pada Pilkada Serentak 2015, terdapat tindak pidana pemilu dilakukan oleh penyelenggara pemilu sebanyak 6 kasus, oleh ASN sebanyak 2 kasus dan oleh pemilih sebanyak 1 kasus. Pelanggaran tindak pidana pemilu pada Pilkada Serentak 2015 didominasi oleh penyelenggara disusul oleh ASN. 
Bentuk tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu pada Pilkada Serentak 2015 yaitu:
a.	Mengubah perolehan suara yang dilakukan oleh Ketua KPPS pada Formulir Model C1-KWK Plano dan C1-KWK.
b.	KPU Memberamo Raya beserta jajarannya untuk tidak memberikan Formulir C-KWK, C1-KWK besera lampirannya kepada saksi pasangan calon dan jajaran panwas.
c.	Petugas KPPS mencoblos sisa surat suara.
d.	Petugas KPPS melakukan pengubahan angka pada formulir rekapitulasi.
e.	KPU tidak  mampu  menunjukkan  A.Tb2-KWK .
f.	    Surat suara dari 20 TPS lain tidak ditemukan di dalam kotak suara. 
Pada Pilkada Serentak 2017, tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sebanyak 6 kasus, oleh pemilih/saksi 2 kasus, dan tidak ada tindak pidana pelanggaran pemilu oleh ASN.
Bentuk tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu pada Pilkada Serentak 2017 yaitu:
a.	Tindakan Panwaslih yang tidak memberi rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang, padahal yang bersangkutan mengetahui adanya pencoblosan lebih dari satu kali.
b.	KPUD tidak melaksanakan rekomendasi Panwas untuk melakukan PSU.
c.	Petugas PPK mengubah perolehan suara dengan mengurangi suara paslon tertentu dan menambah suara paslon lain dengan membuka kotak suara yang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
d.	KPUD tidak menyertakan dan mengabaikan hasil penghitungan suara dari daerah lain dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
e.	KPUD tidak  menindaklanjuti  surat  dan  rekomendasi  KPU  RI  beserta  KPU  Provinsi  Papua  dan  Bawaslu  RI  beserta  Bawaslu  Provinsi  Papua  dalam penetapan hasil suara.
f.	    KPUD tidak menjaga atau mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi Dokumen Formulir Model C1-KWK (7 TPS).
Pada Pilkada Serentak 2017 masih terdapat banyak pelanggaran tindak pidana pemilu oleh penyelenggara pemilu. Tindak pidana pemilu dalam bentuk pengubahan surat suara masih terjadi, tetapi isu rekomendasi sangat dominan pada masa ini, baik pihak Panwas yang harusnya memberikan rekomendasi PSU atau KPUD yang tidak melaksanakan rekomendasi dari atasannya dan lembaga lain.
Dari 5 perkara di atas, tindak pidana pemilu semuanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Adapun bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu pada Pilkada Serentak 2018 adalah:
a.	KPUD melakukan kekeliruan dalam menetapkan DPT karena adanya perubahan batas administrasi wilayah antara Halmahera Selatan dengan Halmahera Barat.
b.	Petugas PPS membuka kotak suara bukan di tempat yang semestinya sebagaimana diatur oleh perundang-undangan.
c.	KPUD tidak mampu menunjukkan hasil rekapitulasi yang dapat dipercayai.
d.	KPU tidak memiliki kelengkapan dokumen yaitu Formulir Model C1-KWK asli berhologram atau Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram sebagaimana kelengkapan dokumen sah yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Pola dan modus tindak pidana pemilu pada Pilkada Serentak 2018 telah mengalami perubahan. Pada masa ini sudah tidak ada kecurangan penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
Secara keseluruhan, dari Pilkada Serentak 2015, 2017 dan 2018, terdapat 6 (enam) pola Tindak Pidana dalam pemilu dengan 16 (enam belas) modus tindak pidana pemilu, yaitu sebagai berikut:

No	Pola	Modus	Tahun	Jumlah
1	Pelanggaran prosedural	KPU Memberamo Raya beserta jajarannya tidak memberikan Formulir C-KWK, C1-KWK besera lampirannya kepada saksi pasangan calon dan jajaran panwas. 	2015	6
		KPUD tidak menjaga atau mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi Dokumen Formulir Model C1-KWK (7 TPS). 	2017	
		Petugas PPS membuka kotak suara bukan di tempat yang semestinya sebagaimana diatur oleh perundang-undangan	2018	
		KPUD tidak mampu menunjukkan hasil rekapitulasi yang dapat dipercayai	2018	
		Ketidakwajaran dalam penentuan jumlah DPT.	2018	
		KPU tidak memiliki kelengkapan dokumen yaitu Formulir Model C1-KWK asli berhologram atau Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram 	2018	
2	Manipulasi perolehan suara	Mengubah perolehan suara yang dilakukan oleh Ketua KPPS pada Formulir Model C1-KWK Plano dan C1-KWK 	2015	5
		Surat suara dari 20 TPS lain tidak ditemukan di dalam kotak suara	2015	
		Melakukan pengubahan angka pada formulir rekapitulasi	2015	
		Petugas PPK mengubah perolehan suara dengan mengurangi suara paslon tertentu dan menambah suara paslon lain dengan membuka kotak suara yang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan	2017	
		KPUD tidak menyertakan dan mengabaikan hasil penghitungan suara dari daerah lain dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. 	2017	
3	Melanggar aturan mengenai rekomendasi	KPUD tidak melaksanakan rekomendasi Panwas untuk melakukan PSU	2017	2
		KPUD tidak  menindaklanjuti  surat  dan  rekomendasi  KPU  RI  beserta  KPU  Provinsi  Papua  dan  Bawaslu  RI  beserta  Bawaslu  Provinsi  Papua  dalam penetapan hasil suara	2017	
4	Mencoblos sisa surat suara	Petugas KPPS mencoblos sisa surat suara	2015	1
5	Memfasilitasi pemilih siluman	KPU tidak  mampu  menunjukkan  A.Tb2-KWK 	2015	1




3.	Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Pemilu

a.	Substansi Hukum
Pada kasus pilkada serentak tahun 2015, terdapat tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu seperti mengubah perolehan suara dengan mengurangi suara paslon tertentu dan menambah suara paslon lain, dalam formulir model C1 KWK, melakukan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk dibagikan kepada warga Desa 2 (dua) hari menjelang pemungutan suara, petugas KPPS mencoblos sisa surat suara, dan melakukan pengubahan angka pada formulir rekapitulasi. 
UU No 1 Tahun 2015 dan UU No 8 Tahun 2015 yang mengatur penyelenggaraan Pilkada Kepala Daerah, belum mengatur sanksi pidana atas pelanggaran pemilu seperti pelanggaran di atas. Tetapi, dalam beberapa hal, pelanggaran pidana pemilu terkait perubahan perolehan hasil suara sudah dapat diatur dalam KUHP Pasal 152 yang berbunyi: “Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah diadaka atau mengadakan tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.”.




Menurut Friedman, struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat. Oleh karena itu, struktur hukum pada sistem pengadilan tindak pidana pemilu dapat dilihat dari Hukum Acara yang termuat dalam UU dan peraturan lainnya. 
Berdasarkan Hukum Acara tindak pidana pemilu, proses hukum penindakan pidana pemilu baru dapat dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditemukannya pelanggaran pidana pemilu. Sedangkan tindak pidana yang ditemukan setelah putusan MK sudah melebihi batas waktu. Kemudian, dalam Hukum Acara tersebut membatasi waktu putusan akhir pengadilan maksimal 5 (lima) hari sebelum penetapan hasil penghitungan. Sempitnya waktu yang tersedia untuk memproses tindak pidana pemilu menjadi hambatan penegakan hukum.
c.	Budaya Hukum
Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum (legal culture), adalah elemen sikap dan nilai sosial. Kultur hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum, seperti kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat. Sikap dan nilai sosial akan menghasilkan tuntutan yang akan menghidupkan sistem hukum menjadi bergerak, atau sebaliknya, akan menghentikannya di tengah jalan. Lawrence N. Friedman menambahkan bahwa, suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi dan kultur berinteraksi.
-	Nilai sosial. Budaya timur terkenal dengan budaya kekerabatannya. Dampak politik kekerabatan ini adalah terjadinya kecurangan-kecurangan saat pilkada. Orang lebih mengutamakan kepentingan kerabatnya untuk memenangi pemilihan ketimbang resiko-resiko hukum yang mengiringinya. Pola perilaku ini tampak pada kesediaan mencoblos lebih dari satu kali, di satu TPS maupun di beberapa TPS. Penyelenggara pemilu yang terkait dengan politik kekerabatan biasanya cenderung membiarkan bahkan memfasilitasi terjadinya kecurangan-kecurangan.
-	Sikap. Sikap merupakan cara berpikir dan kecenderung bertindak sebagai respon atas nilai-nilai yang dianutnya. pelanggaran-pelanggaran tindak pidana pemilu tidak pernah diproses, dikarenakan faktor kekuatan sosial dan kepentingan-kepentingan yang ada di dalamnya. Kekuatan sosial ditunjukkan oleh opini-opini mengenai potensi terjadinya kekerasan  akibat tindakan-tindakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu. Begitu juga dengan faktor kepentingan. Bagi aparat penegak hukum, berakhirnya pilkada dengan ditetapkannya pemenang merupakan akhir dari proses pilkada. Menindak-lanjuti temuan tindak pidana paska Putusan MK sudah tidak relevan lagi karena tidak proses pilkada telah selesai.


4.	Faktor-faktor yang Menghambat Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Yang Dilakukan Oleh Penyelengara Pemilu 

1)	Kurangnya sosialisasi. Menurut Satjipto Rahardjo, syarat hukum atau aturan atau ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif) salah satunya adalah orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan. Sosialisasi hukum dan perundang-undangan pemilu belum menjadi prioritas kerja KPU, terlihat dari Renstra KPU 2014 – 2019. 
2)	Relevansi isu. Pilkada lebih banyak dipahami sebagai demokrasi elektoral dengan pragmatisme yang penting menang, sebagaimana diungkapkan oleh Nico Harjanto dalam Analisis CSIS tahun 2012. Dalam paradigma pilkada sebagai ajang kontestasi mencari pemenang, tindak lanjut hukum terhadap pelanggar tindak pidana pemilu menjadi tidak relevan bagi semua pihak.






a.	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 rumusan tindak pidana pemilu diatur dalam 23 (dua puluh tiga) pasal. Pasal-pasal yang memuat rumusan ketentuan pidana tersebut telah mengalami perubahan dan penyempurnaan serta terdapat beberapa pasal yang dihapus melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Beberapa rumusan tindak pidana pemilu yang diatur yaitu: Melakukan pemalsuan data dan daftar pemilih (Pasal 177A ayat (2)), Tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih (Pasal 177B), Menyuruh orang yang tidak berhak memilih pada saat pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS (Pasal 178C ayat (3)), Memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara (Pasal 178E ayat (2)), Memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan (Pasal 185A ayat (2)), Tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan (Pasal 185B), Memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan (Pasal 186 ayat (1)), Tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan (Pasal 186 ayat (2)), Menetapkan pasangan calon yang didaftarkan sebagai peserta pemilihan tidak didasarkan pada surat keputusan Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota (Pasal 186A ayat (2)), Merubah jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah 2,5% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai cadangan (Pasal 190A), Tidak menetapkan pemungutan dan/atau penghitungan  suara ulang di TPS berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 193 ayat (1)), Tidak menetapkan pemilihan lanjutan dan/atau pemilihan susulan berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tanpa alasan yang dibernarkan Undang-Undang ini (Pasal 193 ayat (2)), tidak membuat/menandatangani berita acara perolehan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Pasal 193 ayat (3)), Dengan sengaja tidak melaksanakan  ketetapan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS (Pasal 193 ayat (4)), Tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara pada saksi calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, calon Walikota dan calon Wakil Walikota, PPL, PPS dan PPK melalui PPS (Pasal 193 ayat (5)), Tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada hari yang sama (Pasal 193 ayat (6)), Tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya (Pasal 193 ayat (7)), Tidak melaksanakan ketentuan Pasal 12 tentang  kewajiban KPU Provinsi dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pasal 193A ayat (1)), Tidak melaksanakan ketentuan Pasal 14 tentang  Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemilihan Bupati/Walikota (Pasal 193A ayat (2)), Tidak melaksanakan ketentuan Pasal 29 tentang kewajiban Bawaslu Provinsi (Pasal 193B ayat (1)), Tidak melaksanakan ketentuan Pasal 32 tentang  kewajiban Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 193B ayat (2)), Tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Pasal 194), Tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 198). Dari 23 ketentuan tindak pidana di atas, terdapat 16 jenis pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu selama pilkada 2015 – 2018.;
b.	Terdapat 6 (enam) pola tindak Ppidana dalam pemilu dengan 16 (enam belas) modus tindak pidana pemilu, yaitu sebagai berikut: pelanggaran prosedural, manipulasi perolehan suara, melanggar aturan mengenai rekomendasi, mencoblos sisa surat suara, memfasilitasi pemilih siluman, dan kesalahan administrasi;
c.	Berdasarkan 16 Putusan MK mengenai Perselihan Hasil Penghitungan, dimana di dalamnya ditemukan tindak pidana pemilu oleh penyelenggara pemilu, tidak satu pun dari temuan tersebut yang ditindak-lanjuti secara hukum oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa penegakan hukum tindak pidana dalam pilkada yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tidak berjalan efektif. Tetapi kesadaran penyelenggara pemilu terhadap tindak pidana pemilu semakin besar akibat adanya program sosialisasi dan bimbingan teknis sejak tahun 2017;




a.	Sosialisasi dan pelatihan bagi penyelenggara pemilu perlu ditingkatkan untuk mengurangi potensi terjadinya tindak pidana pemilu. Dikarenakan pilkada merupakan proses pendidikan politik, maka sosialisasi aturan pemilu kepada masyarakat luas juga perlu ditingkatkan;
b.	Perlu dievaluasi kembali Hukum Acara Tindak Pidana Pemilu yang termuat dalam Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017. Peraturan tersebut membuat aparat pengawas pemilu lebih bersifat pasif dalam menangani perkara tindak pidana pemilu, baik dalam proses pemilu maupun paska putusan MK terkait adanya tindak pidana pemilu oleh penyelenggara. Evaluasi dimaksudkan untuk membuat pengawas pemilu aktif dan cepat menindak-lanjuti pelanggaran-pelanggaran pidana pemilu sehingga penegakan hukum tindak pidana pemilu meningkat. Efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu pada akhirnya akan mengikis sikap pragmatisme masyarakat;


























Abdul Bahri Azed, 2000. Sistem-sistem Pemilihan Umum, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: Rajawali Press.

Andi Hamzah 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita.

Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Barda Nawawi Arief. 2005. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung.

Barda Nawawi Arief, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2013. Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung.

Clerence J.Dias. 1975. Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147.

Dellyana,Shant.1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty.

Eddy O.S. Hiariej, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
 
Fuad Usfa, 2004, Pengantar Hukum Pidana, Malang: UMM Press.

H. Inu Kencana Syafiie, 2005. Sistem Politik Indonesia, Bandung, Refika Aditama.

Hans Kelsen, 1991. General Teory of Law and State, Translete by Anders Wedberg , New York: Russel and Russel. 

Jimly Ashidiqqie dan M ali Safa’at, 2012. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum,ctk. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta.

Joko J. Prihatmoko, 2005, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Lawrence M. Friedman, 2007, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media: Cetakan Ketujuh. 

Marcus Priyo Gunarto, 2011. Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Mardjono Reksodiputro, 1994. Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.

Miriam Budiarjo, 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka.

Moeljatno, 1985, Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan, Bina Aksara, Jakarta.

Muladi, 1985. Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984, Pidana dan Pemidanaan, Semarang: Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponeegoro.

P.A.F Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya.

P.R. Glazebrook, 1978. Reshaping The Criminal Law, Stevens & Sons Ltd, London.

Raida L Tobing, dkk, 2011. Efektivitas Undang-Undang Monrey Loundering, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Robert B Seidman, 1972. Law order and Power, Adition Publishing Company Wesley Reading massachusett.

Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edsi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2000. Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Septi Nur Wijayanti, Iwan Satriawan, 2009, Hukum Tata Negara, Yogyakarta.

Shafrudin, 1998. Politik Hukum Pidana, B.Lampung, Universitas Lampung.

Sigit Pamungkas, 2009. Perihal Pemilu, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. 

Sintong Silaban, 1992, Tindak Pidana Pemilu: Suatu Tinjauan Dalam Rangka Mewujudkan Pelaksanaan Pemilu yang Jujur dan Adil, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Soerjono Soekanto, 1985. Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja Karya Bandung.

Soerjono Soekanto, 1996. Sosiologi Suatau pengantar, Rajawali Pers, Bandung.

Soerjono Soekanto. 2004. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima.Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Pustaka, Jakarta, Raha Grafindo Persada.

Soleman B Taneko, 1993. Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, Rajawali Press , Jakarta.

Sudarto, Hukum Pidana 1 A - 1B. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990/1991.

Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni.

Syamsuddin Haris (et al).1988. Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru (Sebuah Bunga Rampai), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Topo Santoso, 2006, Tindak Pidana Pemilu, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama.






Moeljatno, 2009, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.


Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109).






Supriyadi, Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran, Jurnal Mimbar Hukum Volume 27, Nomor 3, Oktober 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-1/2003.

Bawaslu RI : http://pl.bawaslu.go.id/laporan_temuan/cari_laporan, diakses pada 24 Juni 2018 pulul 16.40.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah / Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota”, diakses dari https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPUD&menu=5 (​https:​/​​/​mkri.id​/​index.php?page=web.RekapPHPUD&menu=5​), pada tanggal 10 Desember 2018 Pukul 10.00 Wib. 

Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan”, www.badilag.net. 
https://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/03/15/tinjauan-konstitusi-pemilihan-kepala-daerah/#_ftnref3 (​https:​/​​/​hamdanzoelva.wordpress.com​/​2008​/​03​/​15​/​tinjauan-konstitusi-pemilihan-kepala-daerah​/​" \l "_ftnref3​), diakses pada tanggal 5 Oktober 2018, pukul 17.14.

http://lipi.go.id/berita/icg:-10-persen-pilkada-diwarnai-kekerasan/4520, diakses pada 10 Juni 2018.













^1	  Penjelasan Umum Paragraf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum.
